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ABSTRAK 

Munculnya sistem paylater banyak diminati masyarakat dengan berbagai 

kemudahan, baik dalam pengajuan maupun penggunaan, membuat pengguna paylater 

lupa diri dan lalai dalam menjalankan kewajibannya. Banyak pengguna paylater 

menunda-nunda pembayaran dan telat dalam membayarkan tagihanya. Di sisi lain 

banyak juga yang keberatan dengan adanya denda yang terkadang sampai melebihi 

pokok hutang. Fenomena ini perlu mendapat solusi, di antaranya melalui penetapan 

fatwa lembaga hukum Islam.  Lembaga DSN-MUI mengeluarkan fatwa bahwasanya 

klausul sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī) bagi nasabah yang mampu yang menunda-nunda 

pembayaran diperbolehkan atas dasar kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syariah 

dengan nasabah dan lembaga Dār al-Iftā’ Yordania melarangnya secara mutlak. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perbedaan istinbat hukum DSN-

MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania tentang asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) dan 

bagaimana relevansi fatwa tentang asy-syarṭ al-jazā’ī dari lembaga MUI dan Dār al-

Iftā’ Yordania terhadap penerapan sanksi denda di beberapa paylater. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan normatif dan filosofis dengan berlandaskan pada penelusuran tentang 

kekuatan istinbat hukum yang dilakukan oleh lembaga DSN MUI dan lembaga Dār al-

Iftā’ Yordania dengan penggunakan pendekatan usul fikih dan fikih. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara fatwa DSN-

MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania tentang asy-syarṭ al-jazā’ī. Adapun metode istinbat 

yang dilakukan oleh lembaga DSN MUI menggunakan metode bayānī terhadap teks 

al-Qur’an dan hadis dan dilengkapi dengan kaidah uṣuliyyah. Sedangkan metode 

istinbat yang dilakukan oleh lembaga Dār al-Iftā’ Yordania menggabungkan dua 

metode, yaitu menggunakan metode bayānī dan metode ta’līlī (qiyāsī). Fatwa Klausul 

sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī) bagi nasabah mampu yang menunda-nunda yang 

dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki relevansi dengan klasul sanksi yang diterapkan 

di beberapa paylater, karena dinilai memiliki kemaslahatan. Namun sistemnya perlu 

ditinjau ulang, karena penerapan klausul sanksi mutlak diberlakukan bagi pihak yang 

mampu maupun tidak mampu. Maka ketika diterapkan kesemua pihak, maka pihak 

yang tidak mampu akan merasa keberatan dengan adanya pengenaan denda yang telah 

disepakati di awal. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dār al-Iftā’ Yordania tidak 

memiliki relevansi karena mutlak tidak memperbolehkan denda bagi nasabah mampu 

maupun tidak mampu dan ketika nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 

itu tidak diberikan sanksi denda maka bisa menimbulkan mudarat bagi lembaga 

keuangan. 

 

Kata Kunci: Komparasi, Fatwa, Klausul Sanksi, Paylater
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ABSTRACT 

The emergence of the paylater system is in great demand by the public with 

various conveniences, both in submission and use, making paylater users forget 

themselves and be negligent in carrying out their obligations. Many paylater users 

delay payments and are late in paying their bills. On the other hand, many objected to 

fines, which sometimes exceeded the principal amount owed. This phenomenon needs 

to find a solution, including through the establishment of a fatwa by an Islamic legal 

institution. The DSN-MUI institution issued a fatwa that the clause on sanctions (asy-

syarṭ al-jazā'ī) for able customers who delay payments is permissible based on an 

agreement between the Islamic Financial Institution and the customer and the Jordanian 

Dār al-Iftā' institution absolutely prohibits it. The problems studied in this study are the 

differences in the legal institutes of DSN-MUI and Dār al-Iftā' Jordan regarding asy-

syarṭ al-jazā'ī (sanctions clause) and how relevant the fatwa regarding asy-syarṭ al-

jazā'ī from the MUI and Dār al-Iftā' Jordan against imposing fines on several paylaters. 

This type of research is library research (library research) with a normative and 

philosophical approach based on a search on the power of legal istinbat conducted by 

the DSN MUI institution and the Jordanian Dār al-Iftā' institution using a fiqh and fiqh 

proposal approach. 

The results of the study show that there is a fundamental difference between the 

DSN-MUI fatwa and the Jordanian Dār al-Iftā' regarding ash-syarṭ al-jazā'ī. The 

istinbat method carried out by the DSN MUI institution uses the bayānī method for the 

texts of the Koran and hadith and is equipped with the uṣuliyyah rule. While the istinbat 

method carried out by the Jordanian Dār al-Iftā' institution combines two methods, 

namely using the bayānī method and the ta’līlī method (qiyāsī). Fatwa The sanctions 

clause (asy-syarṭ al-jazā'ī) for able customers who procrastinate issued by the DSN-

MUI has relevance to the sanctions clause applied in several paylaters, because it is 

considered beneficial. However, the system needs to be reviewed, because the 

application of the clause on sanctions absolutely applies to those who are able or 

unable. So, when applied to all parties, the incapable party will object to the imposition 

of a fine that was agreed upon at the outset. Meanwhile, the fatwa issued by Dār al-Iftā' 

Jordan has no relevance because it absolutely does not allow fines for capable and 

incapable customers and when a capable customer who delays payment is not subject 

to fines, it can cause harm to financial institutions. 

 

Keywords: Comparison, Fatwa, Sanctions Clause, Paylater 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

 
I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت 

 Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 
II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis  Sunnah سنة

 ditulis  ‘Illah علة 

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h  

 ditulis  al-Mā’idah المائدة

  ditulis  Islāmiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 
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 ditulis Muqāranah al-Mażāhib مقارنة المذاهب

 

IV. Vokal pendek 

1. ----  َ ---- fatḥah  ditulis a  

2. ----  َ ---- kasrah  ditulis  i  

3. ----  َ ---- ḍammah  ditulis  u  

 

V. Vokal panjang  

1. Fatḥah + alif ditulis ā 

 
 ditulis Istiḥsān إستحسان

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 
 ditulis Unṡā أنثى

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 
 ditulis al-‘Ālwānī العلواني

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis ū 

 
 ditulis ‘Ulūm علوم 

 

VI. Vokal rangkap  

1. Fatḥah + ya’ mati  

 غيرهم

ditulis  

ditulis  

ai  

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati  

 قول

ditulis  

ditulis  

au  

Qaul  

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis  a’antum أأنتم

 ditulis  u’iddat أعدت 

 ditulis  la’in syakartum لإن شكرتم 

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

  ditulis  Al-Qur’an القرآن 

  ditulis  al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
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 ditulis  ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis  an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis  Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 

 ditulis Żawī al-Furūḍ ذوي الفروض 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bermuamalah yang dilakukan oleh para pihak, tidak pernah dipungkiri di dalamnya 

pasti mengandung akad (perjanjian). Akad yang dilakukan antara para pihak apabila 

telah memenuhi rukun dan syaratnya, akad tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta 

berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain akad tersebut menimbulkan akibat hukum 

yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya.1 

Kewajiban memenuhi akad tentunya harus dilaksanakan. Bila nantinya ada 

salah satu pihak tidak melaksanakan isi akad atau melaksanakan tetapi tidak 

sebagaimana mestinya, atau terlambat dalam melaksanakannya sehingga menyebabkan 

terjadinya kerugian (ḍarar) pada pihak lain, maka pihak pertama menanggung ganti 

rugi materi (ḍamān). 

Sebagai bentuk upaya pencegahan kerugian dan sebagai cara untuk 

menghindari pihak lain agar tidak menunda-nunda melaksanakan kewajibanya, dalam 

lingkungan masyarakat banyak yang menerapkan klasul sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī ). 

Dengan penerapan klausul sanksi setidaknya timbul efek ancaman yang membuat 

1 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua (Yogyakarta: UAD Press, 2020), 

hlm. 153. 
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pihak lain enggan dan bahkan berfikir tidak akan menunda-nunda membayarkan 

kewajibannya. 

Islam mengajarkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah harus 

berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan, serta tidak saling merugikan. Untuk 

mengurangi dampak kerugian dalam transaksi, dibuat suatu perjanjian dan dituangkan 

dalam suatu kontrak dalam bentuk klausula. Beginilah konsep keadilan dan kesetaraan 

dipraktikkan. Tujuan klausul adalah untuk melindungi tidak adanya pihak yang 

dirugikan. Salah satu pihak membuat kesepakatan dalam kontrak yang menyatakan 

bahwa pihak lain akan didenda jika tidak dapat memenuhi kewajibannya ataupun 

terlambat melakukan pembayaran. Oleh karena itu, jika salah satu pihak kemudian 

memutuskan kontrak, mereka bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak lain 

dengan membayar denda sesuai dengan ketentuan kontrak. 

Penggunaan klausul sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī) merupakan jenis perjanjian 

baru dalam muamalah, pihak yang menggunakan klausul sanksi membuat perjanjian 

sebelum kontrak ditandatangani atau ketika sudah berlaku. Besarnya ganti rugi telah 

ditentukan sebelumnya dalam klausul sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī), baik pada saat 

pembuatan akad maupun pada saat pelaksanaan akad. Besarnya denda dalam perjanjian 

tidak berubah sekalipun kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan lebih besar 

dari yang dideritanya atau lebih kecil. Ini berbeda dengan kompensasi pada umumnya, 

di mana jumlah kerugian diputuskan setelah pihak tertentu mengalami kerugian, atau 

jumlahnya sesuai dengan kerugian yang dialami. 
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Setiap perjanjian atau akad pada era sekarang ini mempraktikkan klausula yang 

menegaskan bahwa salah satu pihak boleh melaksanakan syarat-syarat akad/akad 

sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam bentuk klausula sanksi (asy-syarṭ al-

jazā’ī). Baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-

perbankan sering menggunakan klausul penalti dalam perjanjian hutang-piutang. 

Seperti halnya transaksi yang terjadi di berbagai mekanisme sistem paylater di 

marketplace. 

Munculnya sistem layanan paylater semakin diminati masyarakat, terutama 

kalangan muda. Berbagai kemudahan dan kecepatan yang dihadirkan membuat 

pengguna layanan ini terus meningkat. PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mencatat 

produk paylater telah memproses 78 juta pinjaman selama periode Januari-Juli 2022. 

Sayangnya peningkatan juga dibarengi dengan tren peningkatan rasio kredit macet 

(NPL). Tercatat NPL paylater mencapai 6,49% pada Juli 2022, atau tertinggi 

dibandingkan produk-produk sejenis. Misalnya, NPL KKB motor dan KPR masing-

masing hanya 3,30% sementara NPL KKB mobil, kartu kredit dan KTA kisaran 2%.2 

Melihat fenomena tingginya tingkat NPL paylater, mengakibatkan penerbit 

paylater mengalami kerugian. Untuk mencegah kerugian tersebut, manajer paylater 

percaya perlu menerapkan sanksi kompensasi untuk menutupi biaya yang terkait 

dengan penagihan pelanggan yang melanggar tanggung jawab mereka atau terlambat 

 
2 Ferrika Lukmana Sari, “Bisnis Paylater Dibayangi Lonjakan Kredit Macet,” WE Finance, 

diakses 1 Februari 2023, https://finance.wartaekonomi.co.id/read12649/bisnis-paylater-dibayangi-

lonjakan-kredit-macet. 
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memenuhinya. Namun, disisi lain, banyak sekali pengguna paylater yang merasakan 

keberatan dengan adanya denda pada paylater dikarenakan keterlambatan dalam 

pembayaran.3 

Dalam rangka mengatasi masalah ini, DSN MUI sebenarnya sudah ikut andil 

dengan mengeluarkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah 

mampu yang menunda-nunda pembayaran. Pada poin kelima dari fatwa disebutkan 

bahwa “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. Penjelasan tersebut menunjukkan 

bahwa diperbolehkannya untuk menyertakan klausul atau kondisi penalti di samping 

kontrak. 

Namun di sisi lain, terdapat fatwa dari lembaga Dār al-Iftā’ Yordania yang tidak 

memperbolehkan adanya klausul sanksi dalam suatu kontrak. Fatwa tersebut 

ditetapkan dalam sidang ketujuh yang diadakan pada tanggal 27 November 2008 

tentang asy-syarṭ al-jazā’ī fi ad-duyūn (klausul sanksi dalam hutang piutang) yang 

berisi bahwa denda akibat keterlambatan dilarang, baik yang ditentukan dalam 

ketentuan akad (asy-syarṭ al-jazā’ī) maupun denda yang dikeluarkan setelah lewat 

jangka waktunya. 

Dari kedua fatwa diatas, nampak ada perbedaan pemikiran mengenai asy-syarṭ 

al-jazā’ī (klausul sanksi). Lembaga DSN-MUI memperbolehkan, sedangkan lembaga 

 
3 Dian Ihsan, “Dosen UI: Banyak Anak Muda Terjerat Utang karena Paylater Halaman all,” 

KOMPAS.com, 10 Februari 2023, https://www.kompas.com/edu/read/2023/02/10/152229271/dosen-

ui-banyak-anak-muda-terjerat-utang-karena-paylater. 
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Dār al-Iftā’ Yordania melarangnya. Alasan pemilihan fatwa lembaga Dār al-Iftā’ 

Yordania, karena fatwa negara tersebut berbeda dengan fatwa Negara Indonesia, yakni 

yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Negara lain, seperti Mesir dengan lembaga fatwanya 

Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah juga memperbolehkan adanya klasul sanksi (asy-syarṭ al-

jazā’ī) melalui fatwanya nomor 6227 dengan judul “ḥukmu asy-syarṭ al-jazā’ī fi al-

‘uqūd”4.  

Penelitian mengenai klausul sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī) sudah pernah diteliti 

sebelumnya oleh Muhammad Sulthon Aziz5 dan Zawawi6, namun keduanya berfokus 

pada fatwa MUI dan Majma’ Fiqih Organisasi Konferensi Islam (OKI) sedangkan 

peneliti berfokus pada perbandingan antara fatwa DSN-MUI dan fatwa Dār al-Iftā’ 

Yordania.  

Penelitian yang mengungkap metode penetapan hukum (istinbat) urgen 

dilakukan, guna menganalisis tingkat kekuatan dalil yang menjadi sandaran kedua 

fatwa tersebut. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam asy-syarṭ al-jazā’ī 

menurut fatwa DSN MUI dan fatwa Dār al-Iftā’ Yordania serta bagaimana metode 

penetapan hukum (istinbat) fatwa DSN MUI dan fatwa Dār al-Iftā’ Yordania dalam 

 
4 “Ḥukmu asy-Syarṭ al-Jazā’ī fi al-‘Uqūd,” المصرية الإفتاء   ,diakses 16 Mei 2023 ,دار 

https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17092/ العقود-في-الجزايي-الشرط-حكم . 

5 Muhammad Sulthon Aziz, “Konsep Syartul Jaza’i (Klausul Denda) dalam Fiqih Islam (Studi 

Analisis Keputusan Majma’ Fiqih Islami Nomor 109)”, Tesis, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, (2019). 

6 Zawawi, “Fatwa klausul Sanksi dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI),” 

Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 16: 2 (24 Januari 2017). 
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menetapkan fatwa tentang klausul sanksi tersebut. Dan juga merelevansikannya 

dengan sanksi denda paylater di Indonesia.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan istinbat hukum DSN-MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania 

tentang asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi)? 

2. Bagaimana relevansi fatwa tentang asy-syarṭ al-jazā’ī dari lembaga DSN-MUI 

dan Dār al-Iftā’ Yordania terhadap penerapan sanksi denda paylater di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Mengungkap dan memperoleh pengetahuan tentang perbedaan metode 

penetapan fatwa dan penjelasan seputar pertimbangan hukum asy-syarṭ al-

jazā’ī (klausul sanksi).  

b. Mengkaji relevansi fatwa tentang asy-syarṭ al-jazā’ī dari lembaga DSN-

MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania terhadap penerapan sanksi denda paylater 

di Indonesia. 

2. Kegunaan  

a. Memberikan penjelasan dan wawasan mengenai perbedaan istinbat yang 

dilakukan oleh lembaga DSN-MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania dalam 

penetapan asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul denda). 
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b. Memberikan suatu penegasan mengenai hukum asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul 

denda) yang berlaku dalam masyarakat, utamanya pada sanksi denda 

paylater di Indonesia. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penemuan-

penemuan ilmiah hukum ekonomi Islam, khususnya dalam kegiatan 

kontrak berdasarkan interpretasi hukum Islam tentang klausula sanksi. 

 

D. Telaah Pustaka 

Bab yang menganalisis temuan penelitian sebelumnya tentang topik yang sama dikenal 

sebagai tinjauan literatur atau telaah pustaka. Tujuan dari tinjauan literatur adalah 

untuk menjelaskan bagaimana penulis akan memposisikan penelitian mereka sendiri 

dalam kaitannya dengan temuan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan dan persamaan serta keunikan topik penelitian antara peneliti. 

Penulis menemukan berbagai karya ilmiah tentang asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul 

denda) berdasarkan hasil pencarian topik yang relevan. Penulis mengkategorikan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang 

sedang dibahas dalam kajian literatur, antara lain: 

Pertama, kategori pembahasan yang menitikberatkan pada asy-syarṭ al-jazā’ī  

(klausul denda), namun pada objek penerapan yang berbeda. Raja Ritonga dan Endah 
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Nopita Sari7, Wulan Mutiara Kurniasih8 dan Riza Lailatun Novitasari melakukan 

penelitian ini9. Ketiganya membahas mengenai sanksi denda dengan menggunakan 

hukum Islam sebagai pisau analisis yuridis-normatif. Penelitian dari Raja Ritonga dan 

Endah Nopita Sari yang berjudul “Pendapat Ulama Madzhab terhadap Denda pada 

Praktik Mindringan”. Penelitian tersebut memfokuskan kepada denda pada praktik 

mindringan ditinjau menurut pendapat ulama madzhab. Penelitian tersebut 

menggunakan jenis metode field research dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian dari Wulan Mutiara Kurniasih dengan menggunakan jenis penelitian 

field research dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwasanya 

penerapan sanksi denda pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad 

murabahah secara umum dibolehkan oleh syariat Islam syaratnya adalah nasabah 

mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. 

Penelitian dari Riza Lailatun Novitasari dengan menggunakan jenis penelitian 

lapangan. Hasil yang diperoleh bahwasanya denda yang diterapkan pada BUM Desa 

Bersama Tunggal Raos merupakan denda yang sudah disyaratkan diawal. Menurut 

penulis bahwasanya praktik denda tersebut hukumnya haram karena tidak memenuhi 

 
7 Raja Ritonga dan Endah Nopita Sari, “Pendapat Ulama Madzhab terhadap Denda pada Praktik 

Mindringan” El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 7: 2 (Oktober 2021): 72–93. 

8 Wulan Mutiara Kurniasih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda 

Pembiayaan dalam Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah (Studi Kasus BJB Syariah Cabang 

Serang)” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2020). 

9 Riza Lailatun Novitasari, “Penerapan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran 

Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama ‘Tunggal Raos’ 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021). 



 

  

9 

 

syarat dari para pendapat Ulama dalam fikih muamalah bahwa denda tidak boleh 

disyaratkan di awal akad yang dilarang dalam Islam. 

Fokus kajian penulis berbeda dengan ketiga kajian yang disebutkan 

sebelumnya, perbedaanya dalam objek yang terkena sanksi denda, sedangkan penulis 

mengangkat fokus objek pada denda paylater dan dianalis menggunakan fatwa MUI 

dan Dār al-Iftā’ Yordania. Perihal jenis penelitian ketiga penulis di atas menggunakan 

jenis penelitian field research, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian library 

research. 

Kedua, kategori penelitian dengan bahasan yang serupa yaitu membahas 

tentang asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) akan tetapi berbeda dalam bahan analisis. 

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sulthon Aziz10, penelitian tersebut 

menganalisis bagaimana asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) menurut Majma’ Fiqh 

Islami. Hasilnya menunjukkan bahwasanya konsep asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) 

tidak bertentangan dengan pandangan para ulama madzhab dan cenderung 

menggunakan pendapat yang memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya kepada 

para pihak yang berakad, kecuali dalam membuat asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) 

yang berkaitan dengan akad yang kewajiban asalnya (iltizām ‘aqd aṣli) adalah hutang 

piutang, karena merupakan riba, dan riba dilarang oleh syariah.  

Penelitian Muhammad Sulthon Aziz di atas berbeda dengan fokus penelitian 

yang akan peneliti tulis. Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Sulthon Aziz hanya 

 
10 Aziz, “Konsep Syartul Jaza’i”…, hlm. 1-131. 
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berfokus pada satu fatwa dan tidak mengkaitkan dengan kejadian atau hal yang marak 

terjadi pada masa sekarang. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada 

perbandingan dua fatwa pada lembaga fatwa yang berbeda, yakni lembaga fatwa 

Majelis Ulama Indonesia dan lembaga Dār al-Iftā’ Yordania, kemudian hasil fatwa 

tersebut dikorelasikan dengan praktik sanksi denda paylater di Indonesia. 

Ketiga, kategori pengelompokkan penelitian pada topik dan subjek yang sama, 

tetapi dengan fokus yang agak berbeda karena sebab pendekatan dan teori yang 

digunakan berbeda. Penelitian yang diteliti oleh Fanny Rahmadayanti11, Alfani 

Aristin12 dan Anan Aenul Yaqien13. Penelitian Fanny Rahmadayanti berfokus pada 

denda di pinjaman paylater aplikasi gojek. Hasilnya ialah hukum akad yang digunakan 

antara gojek dengan pengguna tidak jelas kelengkapan informasi yang diberikan, 

sehingga merugikan pihak pengguna dan hal tersebut termasuk transaksi yang 

bertentangan dengan syariat Islam karena terdapat unsur garār (penipuan) dan terdapat 

unsur riba sehingga haram dilaksanakan. Wahbah Az-Zuhaili juga melarang, sebab 

akan merugikan salah satu pihak saja. 

 
11 Fanny Rahmadayanti, “Hukum Denda pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspektif 

Wahbah Az-Zuhaili,” Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan (2020). 

12 Alfani Aristin, “Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Aplikasi Shopee Paylater),” Skripsi, UIN Sayyid 

Ali Rahmatullah (2022). 

13 Anan Aenul Yaqien, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Denda pada Pinjaman 

Gopay Paylater di Kota Purwokerto,” Skripsi, UIN Saifuddin Zuhri (2021). 
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Penelitian Alfani Aristin berfokus pada paylater yang terdapat pada aplikasi 

shopee. Kemudian ditinjau menggunakan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya denda yang dilakukan 

oleh shopee sudah ditentukan di awal yakni sebesar 5% dari total transaksi dan dilihat 

dari KHES pasal 38 praktik pengenaan denda pada shopee paylater tidak sesuai dengan 

aturan pada pasal tersebut. 

Penelitian Anan Aenul Yaqin berfokus pada denda pada pinjaman paylater  

pada gojek. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Purwokerto. 

Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna tidak memahami bahwa dengan 

menggunakan fitur paylater akan dikenakan sanksi penambahan denda karena aturan 

yang dibuat pihak gojek belum menjelaskan secara rinci perihal kebijakan sehingga 

penulis menyimpulkan bahwasanya transaksi tersebut termasuk transaksi garār 

(penipuan) dan terdapat riba di dalamnya. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sebelumnya, dimana penulis 

akan berkonsentrasi untuk mengkaji istinbat hukum yang dilakukan oleh kedua 

lembaga fatwa tersebut yakni lembaga fatwa MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania dalam 

penetapan klausul sanksi denda kemudian di korelasikan dengan praktik sanksi denda 

paylater yang terjadi di Indonesia.  

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Asy-Syarṭ al-Jazā’ī  
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asy-Syarṭ al-jazā’ī juga dikenal sebagai klausul sanksi, adalah kesepakatan antara 

kedua belah pihak dalam kontrak untuk menentukan jumlah kompensasi atau 

hukuman yang harus dijatuhkan ketika para pihak gagal melaksanakan ketentuan 

kontrak atau terlambat melakukannya.  

Dalam konteks yang berbeda, asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) adalah 

klausul yang mengacu pada ketentuan dalam akad, perjanjian pinjam meminjam, 

atau instrumen simpanan yang menentukan pengenaan denda jika syarat-syarat 

perjanjian dilanggar, atau jika pembayaran pinjaman tertunda atau tabungan 

ditarik sebelum jatuh tempo (penalty clause).”14 

 

2. Teori Istinbat Hukum 

Istinbat sering digunakan sama halnya dengan kata al-istikhrāj (mengeluarkan) 

yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum 

jelas.15 Secara istilah kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas (al-

Qur’an dan sunah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan 

mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal.16 Penggunaan istilah 

ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbat harus dilakukan dengan menggunakan 

 
14 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010), hlm. 411. 

15 Fahd ibn Mubārak ibn ’Abdullah al-Wahbī, Manhaj al-Istinbāṭ min al-Qur’ān al-Karīm 

(Jeddah: Markaz ad-Dirāsāt wa al-Ma’lūmāt Al-Qur’āniyyah, 2007), hlm. 30. 

16 Quṭb Musṭafā Sanu, Mu’jam Musṭalāhāt Uṣul al-Fiqh (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 

61. 
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kaidah-kaidah uṣūliyyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nas-nas 

syarʻi berdasarkan perspektif hukum Islam.17 

Menurut Ali Hasabullah yang dikutip Rusli18, ada dua pendekatan yang 

digunakan ulama usul untuk melakukan istinbat, yaitu pendekatan berdasarkan 

prinsip kebahasaan (qāʻidah lugawiyyah) dan pendekatan berdasarkan tujuan 

syarīʻah (maqāṣid asy-Syarīʻah) 

Norma-norma yang berlaku dalam bahasa Arab dapat didekati dengan 

menggunakan prinsip-prinsip kebahasaan. Ini didasarkan pada hadis Arab dan teks 

Arab al-Qur'an. Al-Quran dan sunah merupakan sumber utama hukum Islam yang 

berbahasa Arab, oleh karena itu seorang yang mempelajari hukum Islam harus 

menguasai pendekatan melalui standar linguistik. Oleh karena itu al-Ghazali 

menyebut qāʻidah lugawiyyah sebagai landasan usul fikih karena mujtahid tidak 

dapat menyelidiki dan menginisiasi hukum dari sumbernya tanpa menggunakan 

qāʻidah lugawiyyah.19 

Namun pendekatan maqāṣid asy-syarīʻah menitikberatkan pada 

pengenalan nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia dalam setiap perintah (taklīf) 

yang diturunkan Allah. Pendekatan ini sangat penting, terutama mengingat tidak 

 
17 Muhammad ar-Ruki, Naẓariyyah at-Taq’īd al-Fiqh wa Aṡaruha fi Ikhtilāf al-Fuqāhā’ (Ribāṭ: 

Dār al-Baiḍā’, 1994), hlm. 71. 

18 Nasrun Rusli, Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum di Indonesia 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 37. 

19 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilmi 

al-Uṣūl (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), I: 315. 
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banyak ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, namun masyarakat selalu dihadapkan 

pada persoalan hukum. Pendekatan maqāṣid asy-syarīʻah dapat digunakan untuk 

menangani masalah yang terjadi dan memajukan pertumbuhan hukum.20 

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian berikut digunakan oleh penulis untuk membuat tesis yang 

sistematis, terorganisir, dan ilmiah. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

yang mengambil pendekatan kualitatif dan menerapkan teknik studi kasus (case 

studies).21 Data penelitian diperoleh dari kajian literatur, diolah, dan digunakan 

untuk penelitian. Data berasal dari Fatwa DSN-MUI dan fatwa Dār al-Iftā’ 

Yordania serta data sanksi denda pada laman aplikasi masing-masing paylater di 

Indonesia. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, menggambarkan berbagai data 

dan fakta yang nantinya akan diteliti untuk menghasilkan hasil yang dapat 

dipercaya dan meyakinkan. Yaitu perbandingan antara fatwa asy-syarṭ al-jazā’ī 

 
20 Sutrisno, Nalar Fiqh Gus Mus (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 13. 

21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15. 
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(klausul denda) oleh lembaga DSN MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania. Tingkat 

kekuatan dalil yang mendukung kedua fatwa tersebut kemudian diperiksa, 

selanjutnya direlevansikan pada klasul sanksi paylater di Indonesia. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

normatif dan filosofis. Digunakan pendekatan normatif dan filosofis karena 

penelitian ini dilandaskan pada penelusuran tentang kekuatan istinbat hukum yang 

dilakukan oleh lembaga DSN MUI dan lembaga Dār al-Iftā’ Yordania yakni 

dengan penggunakan pendekatan usul fikih dan fikih. 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek untuk menemukan data.22 Jenis 

penyusunan yang dikaji oleh penyusun adalah penyusunan kepustakaan. Oleh 

sebab itu data yang terkumpul dalam tesis ini merupakan kumpulan berbagai data 

yang memiliki keterkaitan dengan asas persoalan tersebut.23 

Dua sumber data yang digunakan: 

a. Sumber Data Primer 

 
22 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2022), hlm. 114. 

23 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990), hlm. 9. 
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Apa pun yang langsung dikutip dari sumber aslinya disebut sebagai 

data primer.24 Fatwa DSN MUI dan fatwa Dār al-Iftā’ Yordania menjadi 

sumber data primer. 

b. Sumber Data Sekunder  

Bahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder memiliki tujuan 

sebagai pelengkap dan berasal dari sumber yang tidak langsung.25 Literatur 

yang mendukung topik pembahasan penyusunan digunakan sebagai data 

sekunder dalam penelitian ini. Bisa berupa buku, jurnal, paper, internet, dan 

materi lain yang berhubungan dengan isu tersebut, termasuk informasi dari 

situs aplikasi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan proses yang terstruktur agar 

mendapatkan keperluan bahan. Metode ini selalu berkesinambungan dengan 

masalah yang akan diatasi.26 penyusunan ini diteliti dengan menggunakan metode 

penelitian kepustakaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang berasal 

dari karya kepustakaan. 

6. Metode Analisis Data 

 
24 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84-

85. 

25 Hadi, Metodologi Penelitian, hlm. 53. 

26 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174. 
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Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teknik analisis data berupa 

analisis isi (content analysis) yakni pola yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 

menemukan suatu persoalan (dalam hal ini fatwa DSN MUI dan Dār al-Iftā’ 

Yordania) yang memberikan gambaran terhadap istinbat hukum yang dilakukan 

kedua lembaga tersebut.27 

Selain itu, menggunakan metode kualitatif secara deduktif dalam analisis 

data. Dalam metode tersebut, cara yang harus dilakukan ialah mengumpulkan data, 

menyusun, dan mengklasifikasikan ke dalam sub-sub yang akan dipaparkan. 

Setelah itu, menganalisis dan menjelaskan dengan kerangka penelitian dan 

diberikan penafsiran yang deskriptif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam tesis ini perlu diatur dan dikategorikan, agar pembaca dapat lebih 

mudah mengikuti perkembangan penelitian. Pembahasan dan penulisan tesis ini akan 

dibagi ke dalam lima bab dan sub-bab berikut oleh penulis: 

Bab pertama menjelaskan secara ringkas penelitian ini secara substantif. Bab 

pertama dibagi menjadi 7 sub-bab yang disajikan dengan urutan sebagai berikut: 

informasi latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Konsep asy-

 
27 Soejono dan Abdurrahman, Metode Pemikiran Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1999), hlm. 14. 
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syarṭ al-jazā’ī  (klausul denda) yang terdiri dari pengertian, kualifikasi asy-syarṭ al-

jazā’ī, bentuk-bentuk asy-syarṭ al-jazā’ī dan sumber kebatalan asy-syarṭ al-jazā’ī. 

Teori istinbat hukum yang meliputi pengertian istinbat, sumber-sumber yang 

digunakan untuk istinbat, serta metode istinbat masuk di bab kedua.  

Bab ketiga dikhususkan untuk menuliskan pembahasan tentang data-data 

mengenai objek penelitian, yakni  profil lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia dan 

lembaga fatwa Dār al-Iftā’ Yordania. Penjelasan mengenai kajian penulis disajikan 

pada bab keempat yang berisi analisis istinbat hukum tentang asy-syarṭ al-jazā’ī  yang 

dilakukan oleh DSN-MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania yang dianalisis dengan 

menggunakan analis fikih dan ushul fikih. Serta mengkorelasikan hasil fatwa MUI dan 

Dār al-Iftā’ Yordania dengan klausul denda paylater di Indonesia. Bab kelima 

menempati posisi terakhir. Temuan penelitian dan ide untuk studi lebih lanjut disajikan 

dalam bab ini. Temuan penelitian dipaparkan dengan singkat, ringkas, dan jelas 

dijelaskan dalam bab kelima ini. Pembaca diharapkan dapat memahami intisari tulisan 

ini dengan mudah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan materi dan analisa yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbedaan istinbat hukum DSN-MUI dan Dār al-Iftā’ Yordania tentang asy-

syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) bahwasanya fatwa DSN mengedepankan 

metode bayānī terhadap teks al-Qur’an dan hadis, walaupun tidak 

menjelaskannya secara terperinci. Kemudian metode bayānī dilengkapi 

dengan kaidah usuliyah. Ciri khusus dalam fatwa ini adalah menonjolnya 

ijtihad kolektif sehingga fatwa tentang sanksi bagi nasabah mampu yang 

menunda-nunda tidak mengandung rujukan secara terperinci kepada pendapat 

ulama salaf atau khalaf. Sehingga menghasilkan bahwa asy-syarṭ al-jazā’ī 

(klausul sanksi) hanya boleh diterapkan pada nasabah yang mampu saja, dan 

tidak boleh diterapkan kepada nasabah yang yang tidak mampu. 

Sedangkan Dār Al-Iftā’ Yordania dalam metodologi penetapan hukum tentang 

klausul sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī) tersebut, menggunakan dan 

menggabungkan 2 metode, yaitu metode bayānī dan metode taʻlīlī (qiyāsī). 

Metode bayānī diuraikan melalui penjelasan mujmal terhadap kalimat riba 

yang terdapat dalam ayat al-Qur’an. Metode qiyāsī dengan menganalogikan 
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antara asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) dengan praktik riba pada zaman 

Rasulullah saw. Maksudnya yang menjadi hukum aṣl adalah riba, farʻu nya 

adalah asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul denda), dan ‘illat hukumnya adalah 

tambahan pembayaran yang terjadi karena telat membayarkan. Sehingga 

menghasilkan bahwa asy-syarṭ al-jazā’ī (klausul sanksi) murni tidak boleh 

diterapkan, baik bagi nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu, 

karena dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya praktek riba. 

2. Fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan adanya klausul sanksi bagi nasabah 

mampu yang menunda-nunda pembayaran sangat tepat diaplikasikan pada 

paylater di Indonesia, mengingat di Indonesia pengguna paylater rentan 

membayarkan hutang tepat waktu. Namun juga perlu ditinjau lagi, karena 

penerapan klausul sanksi tidak hanya bagi nasabah yang mampu, namun 

nasabah yang tidak mampu juga termasuk di dalamnya. Maka ketika 

diterapkan kesemua pihak, maka pihak yang tidak mampu akan merasa 

keberatan dengan adanya pengenaan denda yang telah disepakati diawal 

melalui klausul akad. Sehingga perlu adanya upaya preventif dengan melihat 

kemampuan ekonomi pengguna paylater, tidak hanya melihat dari sisi umur. 

Dan jika klausul sanksi bagi orang yang mampu yang menunda-nunda 

pembayaran diharamkan seperti halnya fatwa oleh Dār al-Iftā’ Yordania, maka 

justru hal tersebut lebih banyak membawa kemudaratan bagi lembaga 

keuangan di Indonesia. Karena jika lembaga keuangan tidak berjalan dengan 
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lancar, maka perekonomian negara juga tidak akan berjalan dengan lancar, 

karena kedua komponen tersebut saling berkaitan. 

B. Saran 

Berdasarkan ulasan materi dan telah dibuat suatu kesimpulan, maka penyusun 

memberikan beberapa saran di antaranya ialah : 

1. Bagi lembaga paylater dalam menerapkan sistemnya untuk menggunakan 

prinsip syariah sebagai dasar dalam melakukan suatu bisnis, sehingga bisa 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat di negara Indonesia. 

2. Bagi lembaga paylater dalam proses pengajuan, diharapkan melakukan upaya 

preventiv dengan melihat kemampuan ekonomi pengguna paylater, tidak hanya 

melihat dari sisi umur. Sehingga penerapan klausul sanksi (asy-syarṭ al-jazā’ī) 

tepat sasaran pada orang dengan kategori mampu membayarkan hutangnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan 

membandingkan fatwa DSN MUI dengan negara-negara lain yang lebih maju 

dalam perekonomian syariahnya. Studi perbandingan fatwa antarnegara dapat 

memberikan referensi dan gambaran bagi praktisi ekonomi dalam membantu 

mengambangkan ekonomi syariah di Indonesia. 
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